
          

 

 
 
 

 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
     NOMOR  2 TAHUN 2O24 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 
2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA 

TENGAH NOMOR  9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN  
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan 

administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sebagai pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor  9 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor  9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Gubernur Jawa  Tengah  Nomor  44 Tahun 
2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 
 b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor  9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Gubernur Jawa  Tengah  Nomor  44 Tahun 
2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diubah; 

 
 



 
 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan  
Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor     
9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 
 

Mengingat:     1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah      
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023    
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi     
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    
6847); 
 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Hak Keungan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 93); 
 

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan  
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapakali 



 
 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa  Tengah             
Nomor  44 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor  9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan     
Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2022 Nomor 44); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
NOMOR  9 TAHUN 2017  TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN       
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

  
 

Pasal I 
 
Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor  9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 64) diubah, sehingga Pasal 10 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 10 

(1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 9, diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang dengan 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 
setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan luas lahan rumah 
negara dan jenis kendaraan dan besaran kapasitas isi silinder (cc) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Besaran tunjangan perumahan dan transportasi yang dibayarkan harus 
sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk 
standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk 
biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. 

 
(3) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan 

setiap tahun berdasarkan penilaian appraisal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

(4) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal  25 Januari 2024 
   

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

ttd 
 

NANA SUDJANA 
 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal  25 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 
        ttd    

 
SUMARNO 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR  2 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
      KEPALA BIRO HUKUM 
 
 
 
 
 
   IWANUDDIN ISKANDAR 
    Pembina Utama Muda 
NIP. 197111207 199503 1 003 
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